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ABSTRACT

Violence against children and women in Indonesia is a serious problem that reflects weaknesses in the
legal protection system. Various social factors such as poverty, low education, patriarchal culture, gender
inequality, and early marriage exacerbate the situation. This phenomenon demands deep reforms in policy
and law enforcement to ensure protection and justice for victims. This research aims to analyze the
effectiveness of the legal protection system for children and women in Indonesia, highlighting policy gaps,
structural barriers, and the impact on victims. The research uses a normative-empirical method with a
descriptive-qualitative approach. Data was collected through a literature review of laws and regulations,
as well as analysis of other legal and non-legal documents. The results identified eight main obstacles in
law enforcement, including suboptimal implementation of additional punishment, stereotyping, victim
blaming, revictimization, and difficulties in presenting evidence at trial. Punishments that are still oriented
towards imprisoning perpetrators and the lack of understanding of power relations among legal officers
add to the complexity of the problem. In addition, victims often do not report their cases due to lack of legal
support and the risk of psychological impact is not considered. Legal reform is needed to create responsive
and humane protection. Improve training of law enforcement officers, provide one-stop service centers for
victims, expand public awareness campaigns, and increase budget allocations to support more effective
policy implementation.
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ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia menjadi persoalan serius yang mencerminkan
kelemahan dalam sistem perlindungan hukum. Berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, rendahnya
pendidikan, budaya patriarki, ketimpangan gender, serta pernikahan dini turut memperburuk situasi ini.
Fenomena ini menuntut reformasi mendalam dalam kebijakan dan penegakan hukum untuk memastikan
perlindungan dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem
perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan di Indonesia, dengan menyoroti celah kebijakan,
hambatan struktural, dan dampaknya pada korban. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris
dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap peraturan
perundang-undangan, serta analisis dokumen hukum dan non hukum lainnya. Hasil penelitian
mengidentifikasi delapan hambatan utama dalam penegakan hukum, termasuk implementasi pidana
tambahan yang belum optimal, stereotip, victim blaming, reviktimisasi, dan kesulitan menghadirkan alat
bukti di persidangan. Pemidanaan yang masih berorientasi pada pemenjaraan pelaku dan kurangnya
pemahaman aparat hukum tentang relasi kuasa menambah kompleksitas permasalahan. Selain itu, korban
sering kali tidak melaporkan kasusnya karena kurangnya dukungan hukum dan risiko dampak psikis yang
tidak dipertimbangkan. Diperlukan reformasi hukum untuk menciptakan perlindungan yang responsif dan
humanis. Meningkatkan pelatihan aparat hukum, menyediakan pusat layanan terpadu bagi korban,
memperluas kampanye kesadaran publik, serta meningkatkan alokasi anggaran guna mendukung
implementasi kebijakan yang lebih efektif.
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1. PENDAHULUAN

Masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia merupakan isu serius yang memengaruhi
berbagai aspek kehidupan masyarakat [1]. Fenomena ini tidak hanya terlihat dari tingginya angka kasus
kekerasan, tetapi juga dari kondisi para korban yang sering kali menghadapi tantangan besar dalam
mendapatkan perlindungan dan keadilan selama proses hukum. Bentuk kekerasan yang dialami oleh anak
dan perempuan sangat beragam, meliputi kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual, yang dapat
meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan korban [2]. Sehingga diperlukan perhatian yang
serius terhadap perlindungan anak dan perempuan sebagai pihak yang rentan mengalami tindakan kriminal.

Upaya penegakan hukum di Indonesia yang masih menemui berbagai hambatan, seperti kurangnya
dukungan, lambatnya penanganan, hingga prosedur hukum yang sering kali tidak berpihak pada korban [3],
[4]. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi mendasar dalam sistem perlindungan anak dan perempuan
agar hak-hak mereka dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan yang diamanatkan oleh undang-
undang. Meskipun Indonesia memiliki berbagai undang-undang untuk melindungi anak dan perempuan,
implementasinya di lapangan sering kali jauh dari yang diharapkan [5]. Banyak laporan kekerasan yang
tidak ditindaklanjuti secara serius, sehingga korban merasa putus asa dan tidak mendapatkan keadilan yang
semestinya [6]. Hal ini menambah kompleksnya permasalahan kriminal yang menimpa anak maupun
perempuan sebagai korban.

Meskipun Indonesia memiliki berbagai undang-undang yang seharusnya memberikan perlindungan,
implementasinya di lapangan sering kali tidak berjalan efektif. Banyaknya laporan kekerasan yang tidak
ditangani dengan serius, sehingga korban merasa putus asa dan tidak mendapatkan keadilan. Selain itu,
kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan perempuan juga menjadi faktor yang
memperparah masalah ini [4]. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan pendidikan masyarakat yang
memadai, sulit bagi anak dan perempuan untuk merasa aman dan terlindungi dalam kehidupan sehari-hari
[7]. ingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan memunculkan pertanyaan mendasar, yakni
siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi mereka dari segala tindakan kriminal yang menimpa
mereka.

Kelemahan dalam sistem perlindungan hukum saat ini sangat mencolok, mulai dari kebijakan yang tidak
konsisten hingga kurangnya dukungan dari berbagai lembaga terkait. Sejumlah penelitian telah menyoroti
permasalahan ini. Misalnya, Nasution dkk. [8] menyoroti eksploitasi anak oleh orang tua yang memaksa
mereka untuk mengemis. Di sisi lain, meskipun penulis pernah menjumpai beberapa kasus penegakan
hukum yang mendukung perempuan dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti yang
ditemukan dalam penelitian oleh Alwadipa dan Zulfahmi [9], namun kekerasan ini masih banyak dan
proses hukum yang diberikan tidak mampu memenuhi keadilan yang semestinya didapatkan korban. Hal ini
menandakan urgensi reformasi kebijakan dan penguatan sistem peradilan yang berpedoman kepada
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Sejumlah penelitian lain juga menyoroti permasalahan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan
di Indonesia. Saimima dkk. [5] dalam penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun berbagai peraturan
hukum telah ada, namun belum cukup melindungi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan,
khususnya kekerasan seksual. Pentingnya pelaporan oleh korban dan turut serta masyarakat membantu
dalam memperjuangkan hak keadilan bagi korban. Penelitian lain oleh Yuliartini dkk. [10] membahas
mengenai perempuan dan anak korban kekerasan seksual yang belum mendapatkan pelayanan yang
memadai sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Sementara
itu, Andayani dkk. [11] mengidentifikasi hambatan struktural dalam penegakan hukum anak sebagai
korban, yang melibatkan substansi hukum, budaya hukum dan hambatan lain seperti sarana dan prasarana
yang terbatas.

Penelitian-penelitian ini memberikan landasan penting bagi pengembangan sistem perlindungan hukum
yang lebih efektif, tetapi belum secara khusus mengintegrasikan analisis yuridis dengan tinjauan mendalam
terhadap pelaksanaan peraturan yang ada. Penelitian sebelumnya memberikan wawasan penting, tetapi
masih terbatas pada analisis deskriptif mengenai permasalahan hukum yang ada. Belum banyak kajian yang
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secara kritis mengeksplorasi celah hukum atau lemahnya perlindungan terhadap anak dan perempuan,
selain itu lemahnya regulasi terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk analisis yuridis
terhadap implementasi regulasi yang sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan bagi korban.
penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menganalisis lebih dalam efektivitas sistem hukum
perlindungan anak dan perempuan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi celah dalam
kebijakan hukum, hambatan dalam proses penegakan hukum, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-
hak korban.

Fokus utama penelitian ini adalah menjawab pertanyaan terkait bagaimana sistem perlindungan hukum
anak dan perempuan di Indonesia, serta apakah sistem ini sudah mencerminkan prinsip keadilan, atau justru
melemahkan posisi korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang
aplikatif untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum anak dan perempuan di Indonesia. Selain itu,
penelitian ini memiliki implikasi signifikan dalam mendorong penguatan kapasitas aparat penegak hukum
serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi hak-hak anak dan perempuan.
Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan
responsif terhadap tantangan yang dihadapi korban kekerasan di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris [12], dengan analisis deskriptif-
kualitatif yang menginterpretasikan data secara sistematis untuk mengungkap pola dan isu-isu penting yang
relevan dengan topik penelitian [13]. Data yang digunakan mencakup studi literatur terhadap peraturan
perundang-undangan terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagai data utama dalam penelitian
ini. Selain itu, penelitian ini menganalisis dokumen hukum seperti putusan pengadilan, jurnal akademik,
dan laporan resmi serta literatur non-hukum lainnya sebagai data sekunder untuk mengidentifikasi celah
regulasi dan hambatan dalam implementasi hukum dalam konteks perlindungan anak dan perempuan di
Indonesia.

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Regulasi Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Kelemahan sistem regulasi hukum di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama mengapa kasus
kekerasan terhadap anak dan perempuan sulit ditangani secara efektif [4]. Kekerasan terhadap anak dan
perempuan yang kerap terjadi dengan beragam bentuk, baik secara psikis maupun fisik seperti kekerasan
seksual hingga pembunuhan, mencerminkan kurang efektifnya perlindungan hukum serta pengaruh
kompleks faktor sosial seperti kemiskinan [14], [15], rendahnya pendidikan [16], budaya patriarki [17],
[18], ketimpangan gender [19], [20], dan pernikahan dini [21], [22]. Meskipun telah ada peraturan yang
secara spesifik ditujukan untuk melindungi anak dan perempuan, seperti UU PKDRT dan UU PA,
implementasi regulasi ini sering kali terhambat oleh ketidakpastian hukum dan penafsiran yang tidak
konsisten di lapangan [11], [23].

Regulasi yang ada sering kali gagal merespons dinamika kasus kekerasan yang semakin kompleks [4].
Salah satu contohnya adalah kekerasan berbasis teknologi, seperti penyebaran konten pornografi anak atau
pelecehan seksual di ruang digital, yang masih belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi yang ada.
Padahal, dengan berkembangnya teknologi informasi, anak dan perempuan semakin rentan menjadi target
eksploitasi di dunia maya [24]. Kurangnya pengaturan yang spesifik dalam peraturan hukum
mengakibatkan sulitnya aparat penegak hukum menjerat pelaku kekerasan berbasis digital [25], sehingga
korban sering kali tidak mendapatkan keadilan yang layak.

Ketidakefektifan regulasi ini juga diperparah dengan adanya celah dalam mekanisme perlindungan korban.
UU PKDRT, misalnya, mensyaratkan adanya laporan korban untuk memulai proses hukum, yang pada
kenyataannya menjadi hambatan besar bagi perempuan yang sering kali berada di bawah tekanan pelaku
[23], [26]. Selain itu, akses terhadap layanan pendukung seperti rumah aman (shelter) atau pendampingan
hukum bagi korban kekerasan sering kali terbatas, terutama di daerah terpencil [27]. Hal ini menunjukkan
bahwa peraturan yang ada belum secara komprehensif mempertimbangkan kebutuhan korban dalam proses
hukum.

Budaya patriarki dan norma sosial yang mengakar juga memainkan peran signifikan dalam melemahkan
perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Dalam banyak kasus, korban kekerasan dipaksa untuk
menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tanpa melibatkan proses hukum formal, yang sering kali
berakhir dengan impunitas bagi pelaku [17], [18]. Selain itu, stigma yang melekat pada korban kekerasan
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seksual, seperti dianggap mencemarkan nama baik keluarga, semakin mempersulit mereka untuk
mendapatkan keadilan [28]. Tanpa intervensi regulasi yang lebih tegas terhadap praktik-praktik
diskriminatif ini, sistem hukum akan terus gagal melindungi hak-hak anak dan perempuan secara optimal.

Evaluasi mendalam terhadap regulasi yang ada menjadi kebutuhan mendesak. Masih banyaknya pelaku
kekerasan yang mendapatkan hukuman ringan atau bahkan bebas dari jeratan hukum karena lemahnya
pembuktian atau tekanan sosial yang mengarah pada normalisasi kekerasan [29]. Pemerintah perlu tidak
hanya merevisi undang-undang yang sudah ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban, tetapi juga
memastikan bahwa regulasi baru yang dihasilkan dapat mengantisipasi dinamika kekerasan di masa depan.
Penting juga implementasi regulasi yang harus dilengkapi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak
hukum untuk memahami konteks kasus kekerasan secara lebih menyeluruh dan sensitif terhadap korban
[30]. Dengan cara ini, regulasi hukum di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan
perlindungan yang memadai bagi anak dan perempuan.

3.2 Hambatan Struktural dan Prosedural dalam Penegakan Hukum

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan
adalah belum optimalnya implementasi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam UU PKDRT [31].
Ketentuan pidana tambahan seperti perintah perlindungan atau rehabilitasi bagi pelaku jarang diterapkan,
sehingga pemulihan korban tidak mendapatkan perhatian yang memadai [4], [6], [23]. Selain itu, aparat
penegak hukum sering kali belum memahami secara menyeluruh konsep relasi kuasa dalam kasus
kekerasan [4], [32], terutama dalam konteks kekerasan berbasis gender [7]. Akibatnya, proses hukum
cenderung tidak sensitif terhadap posisi korban sebagai pihak yang lemah dalam relasi kuasa dengan
pelaku.

Faktor lain yang memperparah masalah ini adalah adanya stereotip, victim blaming, dan reviktimisasi
dalam proses hukum. Korban sering kali dianggap bersalah atas kekerasan yang mereka alami, baik oleh
masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Selain itu, proses hukum yang sering kali tidak
memberikan perhatian yang cukup terhadap dampak psikologis yang dialami para korban, baik selama
proses pemeriksaan maupun pada saat berjalannya persidangan [33], [34]. Ketidakpekaan ini tidak hanya
memperburuk trauma korban, tetapi juga melemahkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum .

Hambatan juga muncul dari sisi pemberian bantuan hukum. Tidak semua pemberi bantuan hukum (PBH)
memberikan pendampingan yang memadai kepada korban, terutama di daerah terpencil atau dengan
keterbatasan sumber daya [4]. Hal ini membuat banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kasus
kekerasan yang mereka alami ke jalur hukum, baik karena kurangnya dukungan maupun karena
ketidakpercayaan pada hasil yang akan dicapai [35], [36]. Ketidakhadiran korban dalam setiap proses
hukum juga sering kali menjadi penghalang utama dalam upaya mendapatkan keadilan [4].

Sstem pemidanaan di Indonesia yang masih cenderung terfokus pada pemenjaraan pelaku tanpa
mempertimbangkan langkah-langkah lain yang dapat memberikan efek jera sekaligus memulihkan keadaan
korban juga kerap menjadi penghambat penegakan hukum. Pemidanaan yang bersifat retributif ini tidak
diiringi dengan pendekatan restoratif yang dapat memberikan dampak lebih luas terhadap pemulihan
korban [37]. Di sisi lain, kesulitan dalam menghadirkan alat bukti dan korban di persidangan juga menjadi
kendala signifikan. Proses pengumpulan alat bukti sering kali terhambat oleh kurangnya dukungan teknis
dan logistik, sementara kehadiran korban di persidangan sering kali mengulang trauma yang mereka alami
[38].

Hambatan struktural dan prosedural dalam penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak dan
perempuan di Indonesia mencerminkan tantangan sistem yang memerlukan perhatian serius dari semua
pihak. Belum optimalnya implementasi pidana tambahan hingga kesulitan menghadirkan alat bukti di
persidangan, masalah-masalah ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum belum sepenuhnya
berpihak pada korban. Tanpa perbaikan yang menyeluruh dalam pemahaman aparat penegak hukum
terhadap konsep relasi kuasa, penghapusan stereotip, serta penguatan dukungan hukum dan psikologis bagi
korban, sistem hukum berisiko terus gagal memberikan keadilan yang layak.

3.3 Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum yang Lebih Responsif
Menyikapi berbagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan,
diperlukan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku tetapi juga pada
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pemulihan korban [26], [39]. Salah satu langkah penting adalah memperkuat implementasi pidana
tambahan yang diatur dalam UU PKDRT, seperti rehabilitasi pelaku, pemberian restitusi bagi korban, dan
penerapan perintah perlindungan secara konsisten. Langkah ini dapat memberikan efek ganda, yaitu
mengurangi risiko berulangnya kekerasan sekaligus memulihkan kondisi psikologis dan sosial korban [3],
[26], [29]. Selain itu, perlu ada kebijakan yang memastikan bahwa aparat penegak hukum, termasuk hakim,
jaksa, dan polisi, mendapatkan pelatihan khusus terkait penanganan kasus kekerasan berbasis gender [20],
terutama dalam memahami konsep relasi kuasa dan sensitivitas terhadap korban [4].

Upaya reformasi juga harus mencakup penghapusan stereotip dan praktik victim blaming yang masih kerap
terjadi dalam proses hukum. Untuk itu, diperlukan pedoman kerja dan kode etik yang secara eksplisit
melarang perlakuan yang mendiskriminasi atau menyudutkan korban [33], [34]. Selain itu, penguatan
sistem pendampingan hukum melalui pemberi bantuan hukum (PBH) juga menjadi hal yang krusial.
Pemerintah perlu memastikan bahwa PBH memiliki kompetensi dan sumber daya yang memadai untuk
memberikan pendampingan hukum secara profesional, termasuk di daerah terpencil [4]. Kebijakan ini
dapat dilengkapi dengan peningkatan akses informasi hukum bagi korban, sehingga mereka lebih
memahami hak-haknya dan merasa didukung untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami.

Dalam hal sistem pemidanaan, pendekatan restoratif perlu lebih diutamakan, tanpa mengesampingkan
keadilan retributif. Restorative justice dapat diimplementasikan melalui mediasi yang sensitif terhadap
kebutuhan korban, pemberian kompensasi, serta langkah rehabilitasi bagi pelaku yang bertujuan untuk
menghindari perilaku kekerasan di masa depan [40], [41]. Di sisi lain, untuk memperbaiki kesulitan dalam
menghadirkan alat bukti, diperlukan kebijakan yang memperkuat kapasitas teknis aparat penegak hukum,
seperti penyediaan teknologi forensik yang memadai dan perlindungan bagi saksi serta korban selama
proses peradilan [38]. Kebijakan ini harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai agar
implementasinya tidak terhambat oleh keterbatasan sumber daya [11].

Pembentukan pusat layanan terpadu di tingkat daerah dapat menjadi solusi untuk mengintegrasikan
berbagai layanan bagi korban kekerasan menjadi langkah strategis, termasuk layanan hukum, medis,
psikologis, dan sosial bagi anak dan perembuan sebagai korban [3], [42], [43]. Pusat ini tidak hanya
berfungsi sebagai tempat pengaduan tetapi juga sebagai mekanisme penghubung antara korban dan sistem
hukum yang ada. Kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan tentang pentingnya menghormati hak-
hak anak dan perempuan perlu digalakkan [5], [44]. Kampanye ini dapat melibatkan berbagai pihak,
termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa, untuk menciptakan lingkungan
sosial yang mendukung pemberantasan kekerasan. Dengan demikian, upaya kolektif ini dapat menjadi
pijakan untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan manusiawi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia merupakan masalah serius yang mencerminkan
lemahnya perlindungan hukum serta kompleksitas hambatan struktural dan prosedural dalam penegakan
hukum. Implementasi kebijakan yang belum optimal, seperti dalam UU PKDRT dan UU PA. Kurangnya
pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep relasi kuasa, hingga adanya stereotip, victim blaming,
dan reviktimisasi kerap menjadi tantangan utama yang menghambat keadilan bagi korban. Sulitnya
menghadirkan alat bukti, keterbatasan dukungan hukum, dan fokus pemidanaan yang masih retributif
memperlihatkan bahwa sistem hukum saat ini belum sepenuhnya berpihak pada korban. Oleh karena itu,
reformasi menyeluruh yang melibatkan reformasi peraturan dan perlindungan korban, peningkatan
kompetensi aparat hukum, penguatan akses keadilan bagi korban, serta adopsi pendekatan restoratif
menjadi sangat penting. Pemerintah juga perlu mengembangkan pusat layanan terpadu, memperkuat
pemberi bantuan hukum, dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi
kebijakan perlindungan hukum yang lebih responsif. Dengan upaya tersebut, diharapkan sistem hukum di
Indonesia dapat lebih adil, efektif, dan humanis dalam memberikan perlindungan kepada anak dan
perempuan, sekaligus menjadi langkah konkret dalam memberantas kekerasan berbasis gender secara
berkelanjutan.
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